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PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

 

ABSTRAK : - bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang 
secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat 

universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, 
dihormati, dan dipertahankan, termasuk kepada 
Penyandang Disabilitas 

 
- bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi bagi penyandang disabilitas 
diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
 

- bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas perlu mengatur 
Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam 

Peraturan Daerah 
 

- dasar hukum:Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan 27 Desember 2022 dan ditetapkan tanggal 
27 Desember 2022. 

 

 


